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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MA.'ALENGKA,

Menimhang : a. bahwa penyelenggataarr' Pemilihan Kepala Daerah dan

Vfakil fipafa naerafr Kabupaten tsIajatenglca Tahun 2AL8

membutuhkan sejurnlah dana yang tidak dapat

terpenuhi dalam 1 {satu} tahun anggaran;

b. bahwa berdasarkan Pasal 3O3 Undang-Undang Nomor

23 Ta}run 2a1+ tentang Perrrerintahaa Daerah

sebagaimanatelahbeberapakalidiubahterakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
PerubahanKe-tluaAtasUndang-UndangNomor23
Tahun 2OL4 tentang Pernerintahan Daerah' Daerah

dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai

kebutuhanpembangun'anprasatafiadansaranadaera}r
yangtidakdapatdibebankandalarnl(satu}tahun
anggaran;

c. bahwa berdasarkan Pasal 122 ayat {21 Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2oo5 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, Pembentrrkan Dana Cadangan

ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahtra berd.asarkan pertimbangan sebagainmana

dimaksud dalarn huruf a, b dan c, rnaka perlu

membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan

Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Majalengia Tahun 2018'

Mengingat : ...2



Mengrngat : 1.

2.
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor L+ Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Linglc.lngan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Repr.rbtik Indonesia Tahun 1950) sebrgairnana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Sr.lbang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kahupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tarnbahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Talrun 2OO3 Nomor 47, Tambatran km.baran Negara
Republik Indonesia Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang
Perbendahffaan Negara $ernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355h

3.

4.

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OA4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara frmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AA+ Nomor 66, Tatnbahan lembaran Negara
Repubtrik Indonesia Nornor aaOO);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO+ tentang
Perirnbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OA4 Nornor \26, Tam.bahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa38);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLt tentang
Pembentukan kraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll
Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nonror 52341;

8. Undang-Unda.ag Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Urnum (Irrnbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2A1"L Nomor 1O1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52+6|;

9. Undang-Undang ... 3
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9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun zAL+ tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoaesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomon 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lem.baran Negara Republik Indonesia Nomor
567s1;

1O. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nouror L Tahun 2Ol4 tentang Penrilihan
Guberreur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2AL5 Nomor 23, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56561 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undeng Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
terrtang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2474 tentang
Pemilihan Guberr.rur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5678);

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2AO5 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
{kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5
Norno 22, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 44801sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun
2A12 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Pernerintah Nomor 6 Tahun 2OO5 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah {kmbaran Negara
Republik trndonesia Tahun 2OL2 Nornor 184, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 53++l;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor l-40, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

13. Peraturan Pemerintah ...4



13. PeratLlran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawa,san Penyelenggaraan
Pernerintah Daerah (I-embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo5 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a593);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 12 Tahun 2005
tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungiawaban
Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 2OO5 tentang
Ferubahara Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
L2 Tahun 2OO5 tentang Pedornan Pengelolaan dan
Pertanggungiawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagainnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OLl
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Mqialengka Nomor 2

Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Majalengka {I;errbaran Daerah Kabupaten
Majalengla Tahun 2OO8 Nomor 2, Tambahar: kmbaran
Daerah Kabupaten Majalengla Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Ka.bupaten Majalengka Nomor 2

Tahun2aogtentangPokok-PokokPengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka {Lembaran
Daeratr Kabupaten Majalengfa Tahun 2OO9 Nomor 2];

18. Peraturan Daerah Kabupaten Mqiatrengka Nomor 10

Tahun 2OO9 tentang organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Majatengka (Lernbaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2oo9 Nomor 10) sebagaimana telah
diu-bah drrga, Feraturan Daerah Kabupaten Majalengka
Nomor 8 Tahun z}fi tentarrg Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1O Tahun 2aa9
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Mqialengka ft,ernUaran Daerah Kabupaten Majaleng!<a

Tahun 201tr Nomor 8);

Dengan ... 5
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Dengan PersetuJuan Eersama
DEWAfr PERWAI{ILAIT RAI(YAT DAIRAII

KAB{'PATET UA^'ALEITGI{A
daa

BT'PATI MA"'ALETGKA

MEtrUTUSI(AS:

Menetapkan : PERATURAIT DAERAII TEIITAIIG PEMBEITTIII(AII DAIIA
CADAISGAil PEilITIIIAI{ I(EPAL/T DAERAII DAfi WAIGL
I{EPALA DAER^*E KABT}PATEIS UAIAI,EISGKA TAIIT}IS 2018.

BAB I
I(EIEITTUAIT I'UUM

Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

pernerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Kepala Daerah adalah Bupati Mqialengka.
lMakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Majalengka.
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Majalengka.
Anggaran Perrdapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah renearla keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.
Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung
kebutuhan yang rnernerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat
dibebankan dalam 1 {satu) tahun anggaran

8- Pendapatan Daerah adalah semua hak daeratr yang
penarnbahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
bersangt<utan.

9. Rekening Khusus adalah ternpat menyimpan dana
ditentukan oleh Bendahara Umurn Daerah.

BAB II
TU.XUAIT

Pesal 2

{U Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk membiayai
penyelenggaraan pelaksanaan Pendlihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2O18.

3.
4.
5.

6.

7.

diakui sebagai
anggaran yang

cadangan yang

(2) Pembentukan ... 6
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(21 Pembentukan Dana Cadangan sebagairnana dimaksud pada ayat {I},
dilakukan sejak Tahun Anggaran 2At6 sampai dengan Tahun Anggaran
20L7.

BAB fII
SI'UBER DAITA

Pasal 3

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasat 4

{U Dana Cadangan untuk Pemilihan Kepala Daera}r dan Wakit Kepala
Daerah adalah sebesar Rp 27.OOO.OOO.OOO,OO (dua puluh tujuh milyar
rupiah) dengan memperhatikan walrtu pembentukan sebagaifitana diatur
dalam Pasatr 2 ayat (2|.

(21 Dana Cadangan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1| dianggarkan r.lntuk
pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah yang rneliputi :

a. Biaya penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum;
b- Biaya Pengatrranan;
c. Biaya Desk Pilkada;danfatau
d. Biaya Pengarras Pemilu.

(3) Kekurangan Anggaran Pernilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
akan dipenuhi pada Tahr.ln Anggaran 2018.

BAB IV
PEfrGEISI"AAX DASA CAI}AffGAI$

ksal 5
Pengelola.an Dana Cadangan dilaksanakan oleh Kepala Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku-

Pag.l6

tU Dana cadangan disimpan pada Rekening Ktrusus.

{21 Jasa yang diperoleh atas penyimpanan Dana Cadangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (U sesara langsung merupakan komponen
pendapatan daerah.

Pesat 7

Pengelolaan Dana Cadangan wajib menyelenggarakan pencatatan dan
pernbukuan seca.ra transparan, dan akuntabel sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Pasatr I ...7
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Pasal 8

Pengelola Dana Cadangan berkewajiban membuat laporan triwulanan tentang
perkernbangan Dana Cadangan kepada Kepala Daerah dan DPRD.

BAB V
ITTTETTUAff PEITUTIIP

Pasal 9
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati
danlatau Keputusan Elupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangfuan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lerrbaran Daerah
Kabupaten Majatrengka.

Ditetapkan di Mqiatengka
pada tanggat 29 Maret 2016

BI'PATI ITA"'ALEilGKA,

Cap/Ttd

SUTRISilO

29 klarot 2016

DAERAII

AERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2AT6 NOMOR 7

NOREG PERA?URAN DAERAH I{ABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA
BARAT (T5Af2Or6l

Salinan sesuai dengan Aslinya,
XEPALI\ BAGIAII IIUKIIffi

Diundangftan di Majatengka

1968(}iI2? r99tr!3


